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TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG SECARA NON-ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang :

Mengingat

—

KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang, menyebutkan bahwa  pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang secara non-elektronik
dilakukan dalam kondisi Sistem OSS atau sistem elektronik yang
diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses
penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penerbitan
persyaratan dasar perizinan berusaha dan kegiatan investasi di
Kabupaten Cilacap, maka sambil menunggu penyempurnaan
sistem penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
secara elektronik melalui Sistem OSS, perlu dilakukan
pendelegasian wewenang penandatanganan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Non-Elektronik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-Elektronik
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
180);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

PENANDATANGANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG SECARA NON-ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

nalli

o

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola
Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW
Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
Rencana Tata Ruang.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat
KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana
kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk
memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan
Perizinan Berusaha.

Kegiatan non berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.

Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas
untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KKPR

Pasal 2

Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan KKPR Non-Elektronik Kepada
Kepala DPMPTSP.

KKPR Non-Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
a. PKKPR untuk kegiatan berusaha;

b. KKKPR untuk kegiatan non berusaha; dan

c. PKKPR untuk kegiatan non berusaha.

Pelaksanaan KKPR secara Non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan

c. penerbitan.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan
kepada Kepala DPMPTSP.

Penilaian dokumen wusulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Forum Penataan Ruang
melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.



(6)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh
Kepala DPMPTSP dengan memperhatikan kajian oleh Forum Penataan Ruang
dan/atau Pertimbangan Teknis Pertanahan.

BAB III
MASA BERLAKU KKPR

Pasal 3

KKPR Secara Non-Elektronik untuk kegiatan non berusaha berlaku selama 3
(tiga) tahun sejak diterbitkan.

Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku KKPR mengikuti
jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.

Dalam hal pemohon KKPR untuk kegiatan non berusaha telah memperoleh
tanah untuk kegiatannya, masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu
penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan
luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam KKPR.

Pasal 4
KKPR Secara Non-Elektronik untuk kegiatan berusaha merupakan dokumen
pengganti sementara bagi Pelaku Usaha sebelum KKPR yang diterbitkan secara
elektronik melalui sistem OSS dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Apabila penyelenggaraan KKPR telah dapat dilaksanakan secara elektronik,
maka Pelaku Usaha yang telah memiliki KKPR Secara Non-Elektronik untuk
kegiatan berusaha, wajib memproses KKPR secara elektronik melalui sistem
OSS.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanegeal 2 Desember 2021

BUPATI/CILACAP,

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal TATTO SUWARTO PAMUJI

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 125



